
GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GT'BERITUR LIIUPUNG

NOUOR se TAIIIII{ 2Ol9

TENTANG

PEDOMANUUI'M PEITANGANAN BENTUR.AN XEPEI{TINGA,IT
DILIIfGKUITGAIT PEUERtrTTAII PROVINSI LITMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena
adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh
pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah. Provinsi
Lampung;

bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai
benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang
beragam dan sangat berpengaruh pada performa kine{a
penyelenggara pemerintah daerah ;

bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata
kelola pemerintahan yang baik dan untuk
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi
Pemerintah Provinsi Lampung perlu disusun pedoman
untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan
kepentingan pejabat dan pegawai di lingkungan Provinsi
l,ampung;

bahwa berdasarkan pertimba-ngan sebagaimana
dimaksudpada huruf a, huruf b, dan huruf ctersebut
diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur l,ampung
tentang pedoman penanganErn Benturan Kepentingan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang
penyelenggara pemerintah yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2O Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang-

Mengingat

:4.

b.

c.

d.

: 1.

2.



Menetapkan

,) -

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOA tentang
Keterbukaan Informasi pr-rblik (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 61, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g4

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1g3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_
Undang Nomor 9 Tahurr 2015 tentang perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan Lebaran
Negara Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Ta:rrrbatran lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7 . Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2O 10 tentang
Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia 5135);

8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 1tahun 2017 tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil(Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037);

9. Keputusan presiden Nomor 1O Tahun 1974 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan presiden Nomor 47Tahun 1992 Tentang Beberapa pembatasan Kegiatan
Pegawai Negeri dalam Rangka pendayagunaan Aparatur
Negara dan Kesederhanaan Hidup;

10 Peraturan Menteri pen_dayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomo-r aZ fair.un 2012 tentangPedoman Umum penanganan e.ntu.a, Xepentingan;
1 1 Peraturan Gubernu,r Lampung Nomor 07 T.ahun 20I 5tentang pedoman Ko.de_ btik- pegawai Negeri Sipil llLingkungan pemerintah provinsi L;;;;"g;

MEMUTUSKAIT:

: PERATURAN GUBERNT,R TEITTANG PEDoMAN UMUMPENAilGANAN BEITTU--RAI{ XEPirUNrtCAir;, r,rrCXUTVCErPEMERIITTAII PROVINSI I,ADIPUilC



Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah provinsi Lampung.
2. Pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi la.mpung.
3' Pemerintah Daerah adalah Kepara Daerah sebagai unsur penyelenggarape'rerintahanan daerah yang memimpin peraksanaai 

".;";;-p";;rintahana,yang men-iadi kewenangan daerah otonom.
4' Pejabat/Pegawai adalah pNS, cpNS dan pegawai dengan perjanjian Kerjayang bertugas dan/atau secara administratif Grada al riigr.ung;;pemerintahProvinsi l,ampung.
5' Penyelenggara pemerintah adalah pejabat atau pegawai pada provinsiLampung.

felnska. Daerah yang selanjutnva disingkat pD adarah perangkat daerah diiingkungem Pemerintah provinsi L.*pr'rrrg."
Lembaga Publik adalah rrmbaga publik di ringkungan pemerintah Daerah.
Benturan Kepentingan ada-lah situasi dimana penyerenggara pemerintahmemiliki atau patut diduga memiliki k"p"rrtirrgu.r, pribadi terhadap setiappenggunaan wewen€rng sehingga dapat memp".rg".uhi kr"lit"" ;;;utusandan/atau tindakannya.
Kepentingan pribadi adarlh suatu, situasi yang memitiki atau patut didugamerrriliki pengaruh kepenLingan pribadi/;;i;;; /pihaktain terhadap kualitas
i':il1ffi;"r1*/"*" tindakan'-0":"i-ir.*"*"i 

".","i-''J.,*",,
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Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pedoman Umum

10. Hubungan afiliasi adala| hubunSe.n yang ymq dimiliki seseorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik k":.; hubungan aararr, truuungan
l"*;x?T,fffXr:1,Hffi*p"';*;;;Lro*por.Jgoro,g*'r",iio.o.,
I(orupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkayaciri sendiri arau orang lain atau"suatu;";;;;;'r""g dapat merugikan daerahatau perekonomian daerah

11.

(1)

(2)

Pedoman umum Benturan Kepentinga, dimaksudkan untuk dijadikan acuari::filnt$:",1,i#:T*'i"r'- "'*"e"+ mencegah d; .,,engata"i

Pedoman sebagaimana di-S:,rd. pada ayat (1) bertujuan agar terwujudnyatata kelola pemerintah vang baik a"i.-u.ui3i"r\r'psi, kotusi dan nepotisme.

Pedoman Umum Benturan_ Ke-pe"liTg3" sebagaimana tercantuin dalam lampiranyang me.rpakan bagian yang tidik t".pi""i-t"" dari peraturan cubernur ini.

Seliap pegawai harus mentaati
sebagaimana dimaksud dalam pasai 3.

Benturan Kepentingan

ra8.

9.



LAMPITIAIT: PERATURAIT GUBERNUR LAMPUIIG
I{OMOR : se TAHUN 2019
TANGGAL : 28 Noveme\r 20L9

PEDOMAIT T'MUM PEITANGAITAIY BEIYTT'RAIY KEPENTIIYGAIT DI LIIYGKUNGAN
PEMERII{TAH PROVIIISI LA}IPUITG

I T'MUM

Bentu-ran k:epentingan me:rupakan suatu kondisi dimana perLimbanganpribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas
seorang pejabat dalam mengemban tugas-.
Pertimbangan 

. 
pribadi tersebut dapat berasal r{ari kepentingan pribadi,kerabat..atau kelompok yang kemudian mendesak 

"a", ,i.r"J riJ"i i.g."r,yang diberngun berdasarkan 
- 
naiar profesionalnya sehingga keputusannyamenyimpang d:rri orisinalitas keprofesionarannya i"" .r.u.r'B.t.ririr.I"i p.a.penyelenggaraan pemerin tahan daerah, khisusnya dibidang pelayananpublik menjadi tidak efesien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas_tugas dalam proses pembangunan di pro,u.insiLampung 
.sangat diperrukan 

"-q""y" p.-"y"r""gs*a pemerintahan daera]ryang berwibawa, bersih, be_bas korupsi, rJor""i-[u" ;"6d;;;;tir aa.,efesien, karena. setiap penyelenggara ;;";;;." daerah mempunyai peranyang menentukan. Selain diisyaratkan mempunyai profesionaiism., #;;penyelenggara pemerintahan daerah fru*" fi.r.rprrnyai sikap mental yang3ujur dan penuh rasa pengabdian f..pra" f."pr"'tirg.., ..f.yit,- 
""gr1. a^,bangsa serta harus m.ngutama-r.an r.fp""ti"sL umum diatas kepentinganpribadi atau golongan.

Pemerintah selama ini telah mengrsahakan terciptanya penyelenggaraanpemerintahan daerah 
. 
sebagaimaria ai*J""a diatas dengan tEbagaikebijakan, seperti k"bi*a" 

r^rrc,;+Fi;-pembatasan dengan tujuanterhindarnya dari situasi atau kondiii benturan kepentingan sepertiperaturan pemerintah mengerrai larangan eNS 
. 
menlaai angg;ota parpol,pembatasan kegiatan p"gr*ai negeri dZiam'us"t" 

"*""o, aTi*t*..",,pembatasan kegiatan pegawai 
""gJ.i a*"_ i"** p";;;;r;;"" l,Lrr.negara cian kesederhanaan hidupl

II. TUJUAN

Tujuan dari petl0man umum penanganan Benturan Kepentingan ini adarah :1. Menyediakan kerangka acuan lagr pejabat{neggwar pada unit kerl.a/instansi/pD di lingkungan p.ri".iriufi'- provinsi Lampung untukmengenal, mencegah, dan mengatasi ;;;;;;r" kepentingan.2. Menciptakan budava pelayanan publik lang dapat mengena-l, mencegahdan mengatasi situasl-situ;i ;J";;'.;?'Jf.r**", secara transparand an efesien tanpa me, gurar,!l-#;;';"j.;Il r** bersan sk u ran.

' l*"#:-ft"ldadinYa pengabaian perayanan publik da-,, kerugian
4. Menegakan integritas.

'5' Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
PEJABAT YAIIG BERPOTENSI MEMIT,II(I BEIYTURAN KEPEI{TIIITGAN

' ;:.,**itrT:illr"J*g berwenang dalam pengamblan keputusan dar

uL



6

'2 Perencana, pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab,wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat 5,arrg n..,.ilrr-#g 
""*f.melaksanakan kegiatan perencanaan paria unit perencanaan tertentu.

Pengawas, pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif
3:tr":?""HliX*ff,:?t* vang blrlakul a"r"- r,lj ;t ;i;"h;;;;;."
Pelaksana pelayana.n pub_lik, yaitu pejabat, pegawai dan setiap orang yangbekerja didatam unii organisa"i y;c-';;;';nyar rugas memberikanpelayanan pubiik.
Penilai, yaitu orans yang. benugas menilai, melakukan verifikasi,sertifikasi dan tujuan;e,gujiar, lrr";t;. 

--'-""' /

1

4

5

ry. .rEtdIS BEITTURAII I(IPEITTIITGAI{ YAT{G SERING TER^IADI
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
B.

9.

[:,o.'Iffii,,*Ifffi".ffflJ;I.un?f.1l, pengaruh/hubungan dekat/
reln oenan izin yang diskriminadf
Pengangkatan pegawai . . berdasarkan hubungan dekat/balas

;:#:,J[i#*:ti.:?'#*iHr#**;l.;;;*;;".";_,,:;_
Melakukan komersialisasi pelavanan publik.

:;,:?.--:T* 
aset dan i"i";";i-;;;ia''u,rtur. kepentingan pribadi/

Y"lj.rAj bagian dari pihak yang diawasi.

ffit::ffi"'r:'ga-a"a" tffif;;;4".,g.r, norrna, standar, kode etik
Menjadi bawahan pihak yang dinilai.

PRIIYSP DASAR DALAM PEI{AIUGAITAIY BTNTURAN KEPENTINGANPelalganan benturan kepentingan pada diperbaikan nilai, sistem, priuaai a.ri u"ai,L]' 
uaSorn]& dilakukan melalui

1. Mengu tamakan kepentingan publik.

v

a penyelenggara pemerintah a1e1ah harus memperhatikar,_ asas umump.1'l_".i"p1"" yang baik d"r"_ ;;;#;d;masyarakat. --'r vqs..rtr rlrcmoenkan pelayanan kepada
b da.lam mengambil keharus berdas"rr.-., ol|lYsan, 

penyelenggara 
. 
pemenntahan daerah

I"+i.di1'f, il..r"Hr.,ffi #tfi ,i"Jfiij*;1:]ft i,l,ff 
.'ffi 

r
partai atau potitit, etnisrtas dan keluarga. dengan agama, proresi.

iEx#Llffi;,,ffifi"#?i daerah ddak boreh memasukan unsurdapat ;;*;;;;;1'uT..l:,Tlu"?n keputusan d," ti;;;,, ;'#imenimbulkan #;;;,1 , _*"r:F" keputusan
daerah ticlak boreh i _k"n"1ti"s*,-"Iri.;;;,"r.. 

Apabila daoai

;:,u:: :#il#";:: _ ::rrurLlffi r_u3;tru 
" i# :ffir

l,$-f.jei'"{+',.gJi$*',EHs:fl 
ff "#:ighindaridiridari

n::s:i,+,Hk[{iti,'fr '$,#,Hr#i.:+fr 
li}ff ${

c

d



2. Menciptakan keterbukaan
kepentingan.
a.

penanganan dan pengawasan benturan

akses
yang

menyiapkan prosedur
tentang penggunaan

b

c

penyeienggara pemerintah daerah harus bersifat terbuka atas
pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbataspada mengikuti undang-undang dan peraturan terapi juga harus
penlrli nilai-nilai peravanan pubrik seperti bebas kepentingL, tia"r.beloihak dan memiliki irrtegritas.
keperrtingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara pemerintah
{:.."1 yang dapat menghambat pelaksanaan tugis pubtik harusdiungkapkan darr dideklarasikan agar dapat dikendalikan danditangani secara memadai.
penyelenggara pemerintah daerah harus menyiapkan mekanisme danprosedur pengaduan dari masyarakat teikait adanya Uertura,
kepentingan yang terjadi.
penyelenggara pemerintah daerah harus menjamin konsistensi danketerbukaan dalam proses penyelesaian atair penanganan situasibenturan kepentingan.
penyelenggara pemerintah daerah. mendorong keterbukaan terhadappengawasan dalam penanganan situasi benturan kepenti.rgan sesuidengan kerangka hukum yang ada.
penyelenggara pemerintah daerah harus dapat memberikankega{a masyarakat untuk, mendapatkan tJ.U"g* informasiterkait dengan penggunaan kewenaniannya.
perryelenggara pemerintah daerah haruspengajuan keberatan rlari -""y"..t .ikewenangannya.

d

e

f

3' Mendorong Tanggung Jawab pribadi dan sikap Keteladanan.
a' penyelenggara pemerintah daerah senantiasa bertindak sedem.ikianrupa agar integritas mereka dapat menjadi teUaai-t-agi;;;;;;;*"pemerintah lainnya dan bagi *""v*Jit.-
b' penyelenggara pemerintah daerah harus sebisa mungkin bertanggungjawab atas pengaturan urusan p.it.iLrv^ agar dapat menghi'dariteq'aoinya benturan kepentinga.l pll. 

"u.t dan sesudah masajabatannya sebagai e""y.i.r,gg;. o"[l]l_,,"i,.c' penyelenggara pemerintah daerah harus bertanggungiawab untllkmengidentilikasi dan _""y"t"".ii..rr-il,*",rigika,,r."p""ti"e*,ffii,,k';;:T#d:tl[#*1ff 
"ut[,.,f ffi *#"*d. penyelenggara pemerintah daerah harur

lnereka p"a" i'.,i.s.,tT d." ;;; J,;;i"#."";l#*a 
":""Hff Ikebijalcan p"""r,g*L u";;.""H;:ilil:." yang efektif.e. penyelenggara nemeln!?,, daerah fraru s Ue.tanggungjawab atas segalail::ilJ*g menjadi,rsr""v,-l]Jud peraturan pe.unding-

Menciptakan darr memb
benturan kepentingan. 

ina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap
a. unit kerja harus menyediakan dan melaksa(lan pra}rtek manaier

Illld ::o,e p..,sl',111 l*c' -";;;; ;;rH"f il- i:?# n; $"T;kepenting;6;"#ffif" dan penansanan -situiJ';;t#;

4

-7 -
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VI

b. unit ke{a harus rnendorong penyelenggara pemerintah untuk
mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan
kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi
keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.

c. unit kerja harus menciptakan dan mempertahalkan budaya
komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana
mendorongnya.

d- urrit kerja harus memberi pengarahan dan pelatihan untuk
meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari
ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di
tempat kerja.

SUMBER PEITYEBAB BENTURAN KEPENTINGA,N
1. Penvaiahgunaan wewenang yaitu dengan membuat keputusan atau

tinoakan yang tidak sesuai dengan tujuran atau melampaui batas-batas
pemberian wewenang yang diberikan oleh peratuian perundang_
undangan;

2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelengS;ara pemerintah
menduduki dua atau lebih jabata:r - puirfit ""lilgg. ta* bisa
menjalankan jabatannya secara profesional, independen din akuntaber.

3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki olehseorang penyelenggara pemerintah dengan pihak tertlnt" uxt karenahubungan darah, hubungan perkawin"., maupun hubungan pertemananyang dapat mempengaruhi keputusannya.
4' Gratifrkasi, yaitu pemberian daram arti luas meliputi pemberian uang,barang, rabat, komisi, pinjTran tanpa bunga, tiket pery.alanur, i.uifit 

"penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma_cuma dan fasilitasIainnya.

5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagipencapaian 
- _tujuan rylak;anaan kewenangan penyelenggara p"*..i.,tui,yang disebabkan karena struktur dan bud{,a oigarisasi}d;;.'-"

TAHAPAI{ DALAM PENANGAI{AN BENTI'RAN KEPENTINGAN

lalaln Penyusunan kerangka Kebijakan penanganan BenturanKepentingan terdapat beberafa 
^"p"k-;;k;k yang pJrlu aiperhatikai,

a. pendefinisian benturan 
;t-"__p:lai"C"" 

yang berpotensi membahaya_kanirrtegrasi instansi dan mdlvtctu;

VII

i

b. kornitmen
kepentingan;

pimpinan dala_rn

para stakeholder dalam

penerapar kebijakan benturan

c pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan
f:J:,h"#:ldukung *"put"nu?1;;*';"nansanan 

benturan

keterbukaan informasi
b.";.;;;;;;;;# vang memadai terkait dengan penansanan

d

e.

f

c.

keterlibatan
kepentingan;

monitoring dan
kepentingan;dan

evaluasi kebljakan

penanganan benturan

penanganan benturan
Pengembangan dan penr
r" n t", * r.fi ;;;#;l|?J$ff T*Iilffi ,ff :*:ffi il,** *



2. Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan.
Pada tahapan ini akan d alukan identifikasi terhadap situasi yang
termasuk da-lam kategori benturan kepentingan. Daram hal ini diperrukanpenjSbgrSl yang jelas mengenai siiuasi rlan hubungan afiliasi yang
menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan ,I"g^"- p.xoi o^.fungsi masing-masing organisasi yang bersangkut;. Ide;tifidsi tentangsituasi benturan kepentingan harus "konsisten 

dengan ia. aas., tarr*"a<la berbagai situasi di rnana kepentingan pribadi a?', r,"t"-r,g." Iiiri"",seorang penyelenggara peraerintah dapit menimbuikan " beni..rrankepentingan.

3. Penyusunan
berupa:

dalam
dapat

dan
5. Tindakan apabila seoran

benturan kepentingan:
g Penyelenggara pemerintah berada dalam situasi

a.

pelaporan dan pencatataa kepentingan pribadi dilakukandokumen-doku*i, ."",
lenunjukan;;;;;#"lffi "lTi?:3"Jff 

-J":imf}lilff",
rnenangani benturan kepentingan I

i:lTtrtri:"#Xiitffi"r..k"P"'ti"B" pribadi penvelenggara

penarikan diri (rer:usail 
-dari . 

proses pengambilan 
.keputusan dimanasecrans penyelenggara p"_"ri.,tJ,i,#iiiff i.;;;"rnsan 

;rnembatasi etkses penvelenggarL.pgmerintah .o" r.,ror*"si tertentuapabila yang bersangkutan memiliki kepentingal;
rnutasi penyelen ggara pemerintah atas informasibersangkutan rnii-ritit i k"p.ntingan; tertentu apabila yang
mengalihtugaskan tuep.*J'i"-t"t"ffiu"."jlE?l*,1* tanggung-jawab penyerenggara

strategi penangan€rn benturan kepentingan yang efektif

lenggara pemerintah yang

a. penyusunan kode etik;
b. pelatihan,arahan serta konseling dengan memberi contoh_contoh

graktis. dan langkah-langkah untuk Lengatasi situasi benturankepentingan;

c. deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:
1 . pelaporan atau pernyataan awal (di"scloust_trel tentang adanyakepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan p";L;;;;jabatannya pada saat siseorang aiangt<ai sebaga'i #"t;i;"g;;"pemerintah

2. peiaporan dan pemyataan lanjutan apabila terjadi perubahankondisi setelah pelaporan aan pe.nvataao^-awat.
3. pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukantingkat benturan kepentingan a." figJ*La menanganinya.

Dukungan Kelembaga.rn dalam bentuk :

a. dukungan administrasi yalg. menjamin efektifitas proses pelaporan
;il:tffi#i:rmasi dapat ii"l*,j""s;,b",,* a., aui"i--t"ii"

4

b

b

c

d

pengunduran diri s-ebagai penyerr,enyebabkan benturan t<epentingii ;., 
-

pemberian sanksi basi v,p.*"ar"s- ui;1|]-,i;-] Yang melanggarn ,va sesuai ketentuan peraturan

-9-

e.

t.
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VIII. FAKTOR-FAI(TOR PIIYDI'I(UNG
BI}ITTI'RAIY KTPEIITIITGAN

KIBERIIASILAN PENANGANAN

1. Komitmen dan keteladanan pemimpin

Meskipun tanggungiawab untuk me,getahui benturan-benturan
kepentrngan yang dapat teq'adi terletak pada pundak seorang
penyelenggara pemerintahan tetapi lembaga_Iembaga publik harus
bertanggungjawab atas peraksanaan atau imprementasi kebijakan
penanganan benturan kepenttrgan. untuk itu diperlukan komitmen dan
keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus_kasus benluran
kepentingan. para pemimpin/pejabat atasan wajib mempergunakan
kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan
lembaga, kepentingan purrlik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor
lain.

2. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara pemerintah
Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentinganmembutuhka, keterlibatan para penyelenggara pemerintah. para
penyelenggara peme.intah harus sa<Iar dan paham tentang isu benturankepentingan dan harus brsa mengantisipasi sekaligus mencegah
terjadinya benturan kepentingan. untuk mendorong partisipasi danketerlibatan penyerenggara pemerintah dapat dilakukanan antara rainoengan;

ruempublikasikan kebijakan penanganurn benturan kepentingan ;
secara berkala mengingatkan 

. 
penyelenggara pemerintah adanyak--bija kan pencm ganan ben tu ran tepenti rgfr ;- 

-
rrienjirmin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan rliketahui;
mem.beri pengarahan tentang bagaimana menangani benturankepentingan; dan

e. rriemberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belummemahami kebijakan penanganan benturan ["p"rtirrs;, 1.-.-."iir.;uga kepada pihak_pihak tuar yane t"rr..U"-.i""-;,.rr"t""el
dengan lembaga yang bersangkufi. - --.-

Perhauan khusus atas hal tertentu

lfl_H, 
yarrg perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain

a. ilubungan aliliasi (pribadi dan golongan);
b. gratifikasi

c. prekerjaan tambahan;
d. informasi orang dalam;

kepentingan dalam pengaclaan barang;
tuntutar keluarga darr komunitas;
kedr.tdukan di organisasi lain;
interrzensi pada jabatan sebelumnya; clan
perangkapan jabatan.
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4. Beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi
benturan kepentingan Sebagai contoh langkah-langkah preventif yang
terkait dengan pengambilan keputusan adalah;
a. agenda rapat yang akan diadakan perlu <liketahui sebelumnya supaya

pernyelenggara pemerintah dapat mengantisipasi kemungkinan
te{adinya benturan.

b. Adanya aturan yang jelas dan prosedur yang elisien yang
memungkinkan penarikan diri (recrtsatl dari pengambilan keputusan
secara ad. hoc.

5. Penegakari kebijakan penanganan benturan kepentingan
Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidakrah mudah,
agar kebijakan tersebut berl'alan secara efektif maka pirlu ada:
a. sanksi sesuai dengan peraturan perundang_undangan.
b. mekanisme identifikasi *ntuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang

ada.

c. Instrumen penanganan benturan kepentingan yang sec€rra berkaladiperbaharui.
6. Pemantauan dan evaluasi

f.'9br:3kan penanganan- benturan kepentingan perlu dipantau dandievaluasi secara berkala urtuk menjaga agar tetap efektif dan rerevandengan lingkungan yang terus berubah. -
TINDAKAN TERI{ADAP POTEITSI BEITTURAN KEPEI{TINGAN
Dalam hal terhadap potensi atau
penyelenggara pemerintah :

kondisi/situasi benturan kepentingan,

,l
Dilarang melakukan transaksi clan/atau menggunakan aset instansiuntuk kepentingan pribadi, keluarga atau gotoigan;
Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah / manfaat dalam bentukapapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitan;dtfi;;il
kerja, penyedia barang dan jisaj

lil*Tg menerima dan/atau .-:*F.i barang/parcel/uang/ serta uangatau dalam bentuk apapun pada hari ,aya ke"gl_"a.r;
Dilarang- mengizinkan pihak ketiga memberi sesua.tu dalam bentukapapun kepada penyelenggara pemerintah;

5. Dilarang menerima ,:ly dyr.k:untungan pr.r-bagi lainnya yang melebihidan atau bukan halmya dari hotel ,L, ,prn.r. 
manapun juga dalamrangka kedinasan atau hal-hal varrg a.p"t -enimbulkan potensi benturankepentingan;

6' Dilarang bersikao diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan oenyediabarang/jasa *fuT/- T]t'a'a*" tli;,u dengan maksud untuk
ilffi#i 

imbalan jasa untuk kd;"ti;;; pribadi, kelua.rga dan/atau

7. Dilarang memanfaatkan data dan informasilain; I LrilLa (lan rnlormasi rahasia instansi atau pihak
8' Dilara,g haik langsung 

:Eupln tidak langsung dengan sengaja ikut sertadatam pemborongan, p..rgid"an, at;-;
*:ilH.XmU;*.,*"1;;;;f; ':l..i'Jff 

ffi HJrU*^.f#'J,17
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9. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan, apabila mempunyaihubungan keluarga sedarah dalam hu-burrgrn ketuarga irrU irta,,penyelenggara pemerintahan.
TATA cllRA uDlrcar/lsr rER.rADrryA BErruRAr I(EpEIgDIIrcAry
l. Seseorang warga masyarakat/ pegawat yang terkait dalam pengambilan

keputusan dapat me,aporkan atau -e*lb"rit"t, t.i"r.rr'g""'la.rrv*dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menet";k";' k;p;;"*.dan/ atau tindakan.
2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsungpejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan al"i"" ,"""""rrt"tu"
^ identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti_buf.ti t"".t"iq 

-----
3' A?y" langsung pejabat tersebui memeriksa tentang kebenaran laporan
- p.j+.?t atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari keq.a; --- --r
4. Apabila hasil dari pemeriksaan terseuut tidak denar maka keputusan
- 9*/1t"y tin_dakan pejabat yang dilaporkan terap berlaku;s. Lnalita hasil pemeriksaan tersebut benar maka dala'nl.rrgt" waktu 2(dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau femtati ot.r,atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dai6. Pengawasan terhadap petaksanaan keputusan d-a; tindak lanjut hasilpemeriksaan teg'adinya .F"l3.lr- kepentingan berupa *to_""j*"1 y"rrgdituangkan secara terturis ditujukan t<e leFtq nparai n""g;;" I"i.*"r

Pemerintah.

Salinan ses
XTPALA IflIKfI ,

GI'BERITI'R L/IMPT'ITG

tud

ARII|AL DJUI|AIDI

dengan aslinya

arLtrIxrR. Srr. tH
Pcmblne Utean fuda
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